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BUPATI PASURUAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,
PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA

Menimbang

BERENCANA KABUPATEN PASURUAN
TAHUN 2018 - 2023

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI PASURUAN,

a. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah Kabupaten Pasuruan Tahun
2018 - 2023 telah ditetapkan melalui Peraturan Daerah
Nomor 10 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Peraturan
Daerah Nomor 1 Tahun 2019 tentang Rencana
Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD)
Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023;

bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 273 ayat (1) Undang-
Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan
Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir
dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015, jo. Pasal
123 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan,
Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang
Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan
Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta
Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka
Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka
Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah,
disebutkan bahwa penetapan Rencana Strategis Perangkat
Daerah dengan Perkada paling lambat 1 (satu) bulan
setelah Peraturan Daerah tentang RPJMD ditetapkan,;

bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan
Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
BerencanaPemerintah Daerah Kabupaten Pasuruan
memerlukan adanya dokumen Perubahan Rencana
Strategis (Renstra) Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga
Berencana sebagai dokumen perencanaan Dinas












BAB III
PENGENDALIAN DAN EVALUASI

Pasal 6

(1) Kepala DP3AP2KB wajib melakukan pengendalian dan evaluasi terhadap
pelaksanaan dan hasil Perubahan Renstra DP3AP2KB

(2) Kepala DP3AP2KB menyampaikan laporan hasil pengendalian dan evaluasi
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Bupati melalui Kepala
DP3AP2KB.

BAB IV
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 7

Untuk menghindari terjadinya kekosongan Renstra DP3AP2KB Tahun 2024,
Renstra DP3AP2KB Tahun 2018-2023 ini dapat digunakan sebagai acuan untuk
menyusun Renja DP3AP2KB Tahun 2024.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai diundangkan, maka Peraturan Bupati Nomor
47 Tahun 2019 tentang Rencana Strategis Dinas Keluarga Berencana dan
Pemberdayaan Perempuan Kabupaten Pasuruan Tahun 2018-2023 dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 9

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang
mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan
penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Pasuruan.

Ditetapkan di Pasuruan
Pada tanggal 3 Januari 2022
BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF

Diundangkan di Pasuruan

pada tanggal 3 Januari 2022
SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN PASURUAN,

ttd.

ANANG SAIFUL WIJAYA
BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN TAHUN 2022 NOMOR 32



PENJELASAN ATAS
PERATURAN BUPATI PASURUAN
NOMOR 32 TAHUN 2022
TENTANG

PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN,

L.

I1.

PERLINDUNGAN ANAK, PENGENDALIAN PENDUDUK DAN KELUARGA
BERENCANAKABUPATEN PASURUAN TAHUN 2018 - 2023
UMUM.

Bahwa dalam rangka mewujudkan Visi Pemerintah Daerah
Kabupaten Pasuruan yang akan dicapai sampai pada akhir tahun
perencanaan yaitu pada Tahun 2023 diperlukan dokumen perencanaan
yang lebih operasional dan implementatif maka diperlukan Renstra
DP3AP2KB, sebagai arahan kebijakan perencanaan lima tahun kedepan.
Oleh sebab itu dokumen renstra DP3AP2KB harus selaras dengan RPJMD
dalam hal permasalahan daerah, isu- isu strategis, tujuan, sasaran, strategi,
arah kebijakan, program, kegiatan berikut indikatornya.

Dalam rangka penyusunan Renstra DP3AP2KB dan Renja
DP3AP2KB, DP3AP2KB melakukan koordinasi, sinergi dan harmonisasi
dengan para pemangku kepentingan, selain itu penyusunan Perubahan
Renstra DP3AP2KB dilakukan satu bulan setelah penetapan penyusunan
Perubahan RPJMD.

Adapun tahapan penyusunan Renstra DP3AP2KB meliputi,
Persiapan Penyusunan, Penyusunan Rancangan Awal, Penyusunan
Rancangan, Pelaksanaan Forum DP3AP2KB /lintas Renstra DP3AP2KB,
Perumusan Rancangan Akhir dan Penetapan Renstra.

Renstra DP3AP2KB memuat tujuan, sasaran, program, dan kegiatan
pembangunan dalam rangka pelaksanaan urusan pemerintahan wajib
dan/atau urusan pemerintahan pilihan sesuai dengan tugas dan fungsi
setiap Bappelitbangda yang disusun berpedoman kepada RPJMD dan
bersifat indikatif.

PASAL DEMI PASAL
Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2
Cukup jelas.

Pasal 3
Cukup jelas.

Pasal 4
Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6
Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Renstra berpedoman terhadap
Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara
Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata
Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana



Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan

Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana

Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka

Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah :

1. Lampiran E.8.2.1 tentang Pengendalian dan Evaluasi terhadap
pelaksanaan Renstra Perangkat Daerah kabupaten/Kota (Hal. 609);

2. Lampiran E.9.4 tentang evaluasi terhadap hasil Renstra Perangkat
Daerah Lingkup Kabupaten/Kota (Hal. 623).

Pasal 7

Dokumen Perubahan Renstra DP3AP2KB Tahun 2018-2023 ini dapat

diberlakukan sebagai untuk pedoman dalam penyusunan Renja

DP3AP2KB Tahun 2023 dan Perubahan Renja Tahun 2022 disusun dan

ditetapkan dengan Peraturan Kepala Daerah.
Pasal 8

Cukup jelas.
Pasal 9
Cukup jelas.

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN PASURUAN NOMOR 86


































































































































































































































































BAB VIII
PENUTUP

Perubahan Rencana  Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana ini disusun
untuk dapat dijadikan pedoman sebagai implementasi penjabaran tugas dan fungsi
oleh segenap pegawai Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian
Penduduk dan Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan dalam rangka

mengaktualisasikan tupoksi.

Pada dasamya Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana
Tahun 2018 - 2023 ini akan berhasil dengan baik dalam pelaksanaannya apabila
dilakukan koordinasi, sinkronisasi, komunikasi yang baik dan optimal dari semua
pihak yang terkait baik secara vertikal maupun horizontal serta mau dan mampu
berjalan dengan selaras, serasi dan seimbang serta adanya saling pengertian dan
menjadikan acuan dalam melaksanakan tugas bagi aparat Pemberdayaan
Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana

Kabupaten Pasuruan.

Demikian Perubahan Rencana Strategis Dinas Pemberdayaan Perempuan,
Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana Tahun 2018
- 2023 yang akan dijadikan penunjang dalam pelaksanaan tugas pokok dan fungsi
Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan

Keluarga Berencana Kabupaten Pasuruan.

BUPATI PASURUAN,

ttd.

M. IRSYAD YUSUF








